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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1    Latar Belakang 

 Pasal 1 angka 2 UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, tenaga kerja 

merupakan setiap individu yang memiliki kemampuan untuk bekerja. Kemampuan 

tersebut digunakan dalam kegiatan menghasilkan barang maupun jasa yang 

bermanfaat bagi diri sendiri serta masyarakat. Tenaga kerja memiliki memainkan 

peran yang penting dalam mendukung proses pembangunan dan kegiatan ekonomi 

dalam berbagai bidang. Keberadaan tenaga kerja juga menjadi salah satu faktor 

utama dalam menunjang produktivitas suatu organisasi atau perusahaan. Dengan 

demikian, tenaga kerja dapat dipahami sebagai sumber daya manusia yang 

berkontribusi untuk menutupi biaya hidup dan meningkatkan kemakmuran 

masyarakat. 

 Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, PHK 

merupakan berhentinya hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan. 

Berakhirnya hubungan kerja tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu 

menurunnya kondisi ekonomi perusahaan, efisiensi tenaga kerja, perubahan 

struktur organisasi, maupun pelanggaran peraturan kerja. Terjadinya PHK dapat 

memberikan dampak bagi pekerja karena kehilangan sumber pendapatan serta 

dapat memengaruhi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, 

pelaksanaan pemutusan hubungan kerja wajib mengikuti ketentuan hukum 

ketenagakerjaan yang berlaku untuk memastikan hak dan kewajiban pekerja serta 

perusahaan tetap terlindungi secara adil.  

 Proses pemutusan hubungan kerja (PHK) mengharuskan perusahaan untuk 

melakukan pelaporan kepada instansi ketenagakerjaan sebagai bentuk administrasi 

dan pendataan tenaga kerja. Proses pelaporan tersebut penting dilakukan untuk 

membantu pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap hubungan industrial 

dan kondisi ketenagakerjaan. Selain itu, laporan PHK juga berfungsi sebagai data 

administrasi yang digunakan untuk mengetahui jumlah pekerja yang mengalami 

PHK serta sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan ketenagakerjaan. 

Oleh karena itu, proses pembuatan laporan PHK harus dilakukan secara teliti, 
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sistematis, dan sesuai prosedur agar data yang dihasilkan akurat dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

 Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota Administrasi 

Jakarta Utara merupakan instansi yang memiliki tugas dalam bidang 

ketenagakerjaan, termasuk pelayanan administrasi dan pengelolaan laporan 

ketenagakerjaan. Dalam pelaksanaan tugasnya, instansi tersebut menangani 

berbagai kegiatan administrasi, salah satunya proses pembuatan laporan Pemutusan 

Hubungan Kerja (PHK). Kegiatan tersebut meliputi penerimaan data, pemeriksaan 

dokumen, penginputan data, hingga pengarsipan laporan PHK. Proses administrasi 

tersebut memerlukan ketelitian dan ketepatan agar laporan dapat diproses dengan 

baik sejalan dengan hukum yang berlaku. 

 Berdasarkan deskripsi latar belakang, prosedur pembuatan laporan 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan salah satu kegiatan administrasi 

ketenagakerjaan yang penting untuk diperhatikan karena berkaitan dengan 

pendataan tenaga kerja serta pengawasan hubungan industrial. Selama 

melaksanakan magang, penulis menemukan beberapa kendala dalam pembuatan 

tersebut. Kendala yang ditemui antara lain masih adanya perusahaan yang belum 

memahami persyaratan dokumen yang harus dipenuhi, pengajuan laporan dari 

perusahaan yang berada di luar wilayah kerja Jakarta Utara, penumpukan antrean 

berkas akibat tingginya jumlah pengajuan PHK yang tidak sebanding dengan 

jumlah pegawai yang menangani, serta keterbatasan sarana dan prasarana 

pendukung, seperti printer yang terkadang mengalami gangguan saat digunakan 

dalam proses administrasi. Berbagai kendala tersebut dapat memengaruhi 

kelancaran proses pembuatan laporan PHK sehingga diperlukan prosedur kerja 

yang jelas, sistematis, dan efektif agar pelayanan administrasi dapat terlaksana 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk 

mengangkat judul “Prosedur Pembuatan Laporan Pemutusan Hubungan 

Kerja (PHK) di Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota 

Administrasi Jakarta Utara”. Melalui penulisan tugas akhir ini, penulis bertujuan 

untuk memahami secara lebih mendalam prosedur pembuatan laporan PHK, 

dokumen yang diperlukan, serta berbagai kendala yang dihadapi beserta upaya yang 
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dilakukan untuk mengatasinya. Dengan demikian, penulisan ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi gambaran mengenai administrasi pelaporan PHK. 

 

1.2    Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan 

masalah yang akan dibahas dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana prosedur pembuatan laporan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 

pada Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota Administrasi 

Jakarta Utara? 

b. Apa saja dokumen yang harus dipenuhi dalam pembuatan laporan Pemutusan 

Hubungan Kerja (PHK) di Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan 

Energi Kota Administrasi Jakarta Utara? 

c. Kendala apa saja yang dihadapi dalam prosedur pembuatan laporan 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) serta solusi? 

 

1.3    Tujuan Penulisan 

 Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, penulisan tugas akhir ini 

bertujuan untuk mencapai beberapa hal sebagai berikut: 

a. Untuk menjelaskan prosedur pembuatan laporan Pemutusan Hubungan Kerja 

(PHK) pada Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota 

Administrasi Jakarta Utara. 

b. Untuk mengetahui dokumen yang harus dipenuhi dalam pembuatan laporan 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada Suku Dinas Tenaga Kerja, 

Transmigrasi, dan Energi Kota Administrasi Jakarta Utara. 

c. Untuk menjelaskan kendala yang dihadapi dalam prosedur pembuatan laporan 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) serta solusi. 

 

1.4  Manfaat Penulisan 

 Melalui penulisan tugas akhir ini, penulis berharap dapat memberikan berbagai 

manfaat bagi beberapa pihak, diantaranya: 
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a. Bagi Penulis 

Dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan mengenai prosedur 

pembuatan laporan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada Suku Dinas 

Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota Administrasi Jakarta Utara, 

termasuk prosedur administrasi, pihak-pihak yang terlibat, serta dokumen yang 

diperlukan dalam prosedur pelaporan PHK. Penulisan tugas akhir ini juga 

membantu penulis memahami pentingnya ketelitian dan ketepatan dalam 

pelaksanaan administrasi ketenagakerjaan agar prosedur pembuatan laporan 

PHK dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku. 

b. Bagi Instansi 

Diharapkan dapat memberikan informasi serta masukan yang bermanfaat 

dalam pelaksanaan administrasi pembuatan laporan Pemutusan Hubungan 

Kerja (PHK), sehingga prosedur pelaporan dapat dilakukan secara lebih tertib, 

sistematis, dan efektif. Selain itu, proses administrasi yang baik dapat 

membantu instansi dalam pengelolaan data ketenagakerjaan serta 

meminimalkan terjadinya kesalahan dalam proses pendataan dan pengarsipan 

laporan PHK. 

c. Bagi Dunia Ilmu Pengetahuan 

Diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dan informasi yang bermanfaat 

dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama di bidang administrasi 

perkantoran dan administrasi ketenagakerjaan. Informasi yang terdapat dalam 

penulisan tugas akhir ini juga dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran serta 

acuan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan prosedur administrasi 

laporan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). 

 

1.5    Metode Pengumpulan Data 

 Pada penyusunan laporan tugas akhir ini, penulis menerapkan dua metode 

pengumpulan data. Adapun penjelasan mengenai kedua metode tersebut adalah 

sebagai berikut: 

a. Metode Wawancara 

Metode wawancara dilakukan secara langsung di Suku Dinas Tenaga Kerja, 

Transmigrasi, dan Energi Kota Administrasi Jakarta Utara. Untuk 
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memperoleh data yang diperlukan, penulis melakukan wawancara secara 

langsung dengan pegawai yang berperan dalam proses pembuatan laporan 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Informasi yang diperoleh kemudian 

didokumentasikan melalui rekaman, dicatat secara sistematis, dan diolah 

menjadi bahan penelitian yang berkaitan dengan prosedur penyusunan 

laporan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Transkrip hasil wawancara 

dengan Narasumber 1 dan Narasumber 2 disajikan pada Lampiran 2 dan 

Lampiran 3. Dokumentasi kegiatan wawancara dengan Narasumber 1 dan 

Narasumber 2 disajikan pada Lampiran 4 dan Lampiran 5. 

b. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen 

yang berkaitan dengan prosedur pembuatan laporan Pemutusan Hubungan 

Kerja (PHK) di Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota 

Administrasi Jakarta Utara. Dokumen tersebut digunakan sebagai data 

pendukung untuk melengkapi informasi yang diperoleh selama proses 

penelitian. Dokumentasi dokumen yang berkaitan dengan proses pembuatan 

laporan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) disajikan pada Lampiran 6. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penulisan dan pembahasan tugas akhir, dapat dikatakan 

bahwa pembuatan Laporan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Suku Dinas 

Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota Administrasi Jakarta Utara telah 

dilakukan melalui prosedur yang sistematis sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Proses tersebut meliputi penerimaan berkas dari perusahaan, pemeriksaan 

kelengkapan dokumen, penginputan data, penyusunan laporan, verifikasi, hingga 

pengarsipan dokumen. Seluruh tahapan bertujuan menghasilkan laporan PHK yang 

akurat, tertib administrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pembuatan laporan 

PHK memerlukan kelengkapan dokumen sebagai persyaratan administrasi agar 

proses pelaporan dapat berjalan dengan lancar. Kelengkapan dokumen menjadi 

faktor penting untuk mendukung ketepatan data serta mempercepat proses 

penyusunan laporan. Pembuatan laporan PHK masih menghadapi beberapa 

kendala, seperti perusahaan yang belum memahami persyaratan dokumen, adanya 

pengajuan laporan dari perusahaan di luar wilayah kerja, penumpukan berkas akibat 

tingginya jumlah pengajuan, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. 

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut meliputi pemberian 

informasi kepada perusahaan mengenai persyaratan dan wilayah pelayanan, 

pemeriksaan dokumen secara lebih teliti, pengelolaan pekerjaan secara efektif, serta 

pemeliharaan sarana dan prasarana agar proses pembuatan laporan PHK dapat 

berjalan lebih optimal. 

5.2 Saran 

      Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan, penulis menyusun 

beberapa saran. Saran tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan 

dalam meningkatkan pelaksanaan proses administrasi. Selain itu, saran yang 

diberikan diharapkan dapat membantu mengatasi kendala yang masih ditemui 

dalam proses pembuatan laporan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Adapun saran 

yang diajukan penulis adalah sebagai berikut: 
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a. Instansi diharapkan dapat meningkatkan penyampaian informasi mengenai 

persyaratan dokumen dan wilayah kerja pelayanan kepada perusahaan melalui 

media informasi atau sosialisasi sehingga dapat mengurangi kesalahan 

pengajuan serta memperlancar proses pembuatan Laporan PHK. 

b. Instansi diharapkan dapat meningkatkan ketelitian dalam pemeriksaan 

kelengkapan dokumen sebelum proses pembuatan Laporan PHK dilakukan agar 

kesalahan administrasi dapat diminimalkan. 

c. Instansi diharapkan dapat melakukan pemeliharaan dan penyediaan sarana serta 

prasarana pendukung secara berkala agar proses pembuatan Laporan PHK dapat 

berlangsung secara efektif dan tidak terhambat oleh kendala teknis 

. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 Surat Izin Penggunaan Data 
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Lampiran 2 Pedoman Wawancara 

Narasumber/Jabatan : 1. Rana Aushaf (Mediator Hubungan Industrial) 

2. Diandra Mufadillah (Subbagian Tata Usaha) 

Instansi  : Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota     

Administrasi Jakarta Utara 

Tujuan   : Memperoleh informasi mengenai prosedur  pembuatan  

Laporan Tanda Terima Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), 

peran setiap pihak yang terlibat, alur administrasi, kendala 

yang dihadapi selama proses penyusunan laporan, serta 

upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut 

 

Pertanyaan Wawancara: 

A. Wawancara dengan Mediator Hubungan Industrial 

1. Bagaimana tahapan awal dalam pembuatan Laporan Tanda Terima PHK? 

2. Bagaimana SOP atau alur pembuatan Laporan Tanda Terima PHK dan siapa 

saja pihak yang terlibat dalam proses tersebut? 

3. Berapa Berapa lama estimasi waktu penyelesaian pembuatan Laporan 

Tanda Terima PHK? 

4. Mengapa proses penyelesaiannya memerlukan waktu 2 sampai 5 hari kerja? 

5. Bagaimana mekanisme penyerahan atau pengambilan Laporan Tanda 

Terima PHK yang telah selesai diproses oleh pelapor? 

6. Kendala apa saja yang sering berasal dari pihak pelapor dalam proses 

pembuatan Laporan Tanda Terima PHK, dan bagaimana langkah yang 

dilakukan untuk mengatasinya? 

7. Apakah terdapat kendala teknis selama proses pembuatan Laporan Tanda 

Terima PHK? Jika ya, bagaimana upaya yang dilakukan untuk 

mengatasinya? 

B. Wawancara dengan Subbagian Tata Usaha 

1. Apa peran Subbagian Tata Usaha dalam proses pembuatan Laporan Tanda 

Terima PHK? 
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2. Pada tahapan apa Subbagian Tata Usaha mulai terlibat dalam proses 

tersebut, dan pihak mana saja yang berkoordinasi dengan Subbagian Tata 

Usaha? 

3. Bagaimana proses penerimaan surat dan apa saja yang diperiksa sebelum 

diajukan kepada Kepala Suku Dinas untuk ditandatangani? 

4. Bagaimana proses pemberian nomor surat dan penetapan tanggal surat? 

5. Apa kendala yang sering dihadapi Subbagian Tata Usaha dalam memproses 

Laporan Tanda Terima PHK, dan bagaimana upaya penyelesaiannya? 

6. Bagaimana proses pengarsipan Laporan Tanda Terima PHK pada subbagian 

tata usaha? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



54 
 

 

Lampiran 3 Hasil Wawancara 

Transkrip Wawancara 1 

Nama   : Rana Aushaf 

Jabatan  : Mediator Hubungan Industrial 

Waktu Wawancara : Rabu, 10 Juni 2026 

Lokasi Wawancara : Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota  

Administrasi Jakarta Utara, Jalan Plumpang Semper Nomor 

41, RT.3/RW.4, Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Kota 

Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta14260 

 

Hasil Wawancara: 

1. Bagaimana tahapan awal dalam pembuatan Laporan Tanda Terima PHK? 

Jawaban Narasumber : Laporan Tanda Terima PHK pada umumnya 

digunakan oleh  pekerja sebagai salah satu persyaratan untuk mengajukan klaim 

Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) di BPJS Ketenagakerjaan. Selain 

itu, laporan tersebut juga dapat digunakan sebagai persyaratan untuk 

memperoleh pembebasan iuran BPJS Kesehatan selama enam bulan bagi pekerja 

yang mengalami PHK. Untuk klaim Program JKP, terdapat beberapa 

persyaratan yang harus dipenuhi, di antaranya pekerja berusia maksimal 54 

tahun, telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sekurang-

kurangnya selama 12 bulan, serta telah bekerja minimal 24 bulan. Alasan PHK 

yang dapat diajukan antara lain karena efisiensi perusahaan, pelanggaran, 

mangkir, maupun sakit berkepanjangan. Sementara itu, PHK karena meninggal 

dunia, berakhirnya masa kontrak kerja, mengundurkan diri, pensiun, dan cacat 

total tetap tidak dapat digunakan sebagai dasar klaim Program JKP. Pada 

prinsipnya, Laporan Tanda Terima PHK dapat diterbitkan oleh Suku Dinas 

Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi apabila persyaratan yang berlaku telah 

dipenuhi. 

2. Bagaimana SOP atau alur pembuatan Laporan Tanda Terima PHK dan 

siapa saja pihak yang terlibat dalam proses tersebut? 

Jawaban Narasumber : Proses diawali dengan Mediator Hubungan Industrial 

yang memberikan layanan konsultasi sekaligus menerima berkas dari pihak 
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pekerja yang mengalami PHK maupun dari pihak perusahaan. Setelah seluruh 

persyaratan diterima dan diperiksa kelengkapannya, mediator menyusun 

Laporan Tanda Terima PHK. Selanjutnya, laporan tersebut direview oleh Kepala 

Divisi Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja serta Kepala Subbagian 

Tata Usaha. Pengajuan Laporan Tanda Terima PHK dapat dilakukan secara 

offline maupun online. Persyaratan yang harus dipenuhi meliputi surat 

pemberitahuan PHK dari perusahaan kepada pekerja, surat tanggapan dari 

pekerja yang menyatakan tidak menolak PHK kepada perusahaan, serta surat 

laporan PHK yang ditujukan kepada Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, 

Transmigrasi, dan Energi Kota Administrasi Jakarta Utara yang dibuat oleh 

perusahaan. Setelah seluruh persyaratan dinyatakan lengkap, berkas dapat 

diserahkan langsung ke kantor atau diunggah melalui tautan yang telah 

disediakan. Laporan Tanda Terima PHK yang telah direview kemudian diajukan 

kepada Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota 

Administrasi Jakarta Utara untuk ditandatangani. Setelah memperoleh tanda 

tangan Kepala Suku Dinas, dokumen dikembalikan kepada Kepala Subbagian 

Tata Usaha untuk diberikan nomor surat dan tanggal surat serta dilakukan 

pencatatan ke dalam Microsoft Excel. Selanjutnya, dokumen diserahkan kepada 

Divisi Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja untuk diberikan stempel 

sebagai bentuk pengesahan akhir. Setelah proses tersebut selesai, data Laporan 

Tanda Terima PHK diinput ke dalam Microsoft Excel dan Sistem Silahi sebagai 

bagian dari pendokumentasian dan pengarsipan administrasi.  

3. Berapa Berapa lama estimasi waktu penyelesaian pembuatan Laporan 

Tanda Terima PHK? 

Jawaban Narasumber : Estimasi waktu penyelesaian pembuatan Laporan 

Tanda  Terima PHK adalah sekitar 2 sampai 5 hari kerja. 

4. Mengapa proses penyelesaiannya memerlukan waktu 2 sampai 5 hari 

kerja? 

Jawaban Narasumber : Karena Laporan Tanda Terima PHK masih 

memerlukan persetujuan dan tanda tangan langsung dari Kepala Suku Dinas. 

Tanda tangan yang digunakan masih berupa tanda tangan basah sehingga proses 

penerbitan dokumen membutuhkan waktu. 
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5. Apabila dokumen telah selesai dibuat, bagaimana mekanisme 

pengambilannya? Apakah harus diambil langsung oleh pekerja atau 

perusahaan, dan apakah tersedia alternatif bagi pekerja yang berdomisili 

jauh dari Jakarta Utara? 

Jawaban Narasumber : Dokumen fisik dapat diambil secara langsung di kantor 

Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota Administrasi Jakarta 

Utara. Namun, apabila pekerja berada di luar wilayah Jakarta Utara atau 

mengalami kendala untuk datang langsung, pihak suku dinas dapat membantu 

mengirimkan salinan dokumen dalam bentuk softcopy melalui admin sehingga 

pekerja tetap dapat memperoleh dokumen tersebut. 

6. Apa saja kendala yang sering dihadapi Suku Dinas dari sisi pelapor dalam 

proses pembuatan Laporan Tanda Terima PHK? 

Jawaban Narasumber : Kendala yang sering dihadapi cukup beragam. Salah 

satunya adalah masih banyak perusahaan yang belum mengetahui prosedur dan 

persyaratan pembuatan Laporan Tanda Terima PHK sehingga tidak 

mengeluarkan surat-surat yang diperlukan. Selain itu, terdapat pula pekerja yang 

belum mengetahui dokumen apa saja yang harus dipersiapkan sebelum 

mengajukan permohonan. Kendala lainnya adalah adanya pekerja yang 

mengajukan permohonan ke Suku Dinas Tenaga Kerja Kota Administrasi 

Jakarta Utara, padahal lokasi perusahaan tempatnya bekerja berada di wilayah 

lain. Sesuai ketentuan yang berlaku, pembuatan Laporan Tanda Terima PHK 

harus dilakukan pada Suku Dinas yang wilayah kerjanya sesuai dengan lokasi 

perusahaan. Selain itu, permohonan juga sering terkendala karena dokumen 

persyaratan yang diajukan belum lengkap. 

7. Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut? 

Jawaban Narasumber : Apabila perusahaan atau pekerja belum memahami 

prosedur pembuatan Laporan Tanda Terima PHK, kami memberikan penjelasan 

mengenai alur dan persyaratan yang harus dipenuhi. Selain itu, kami juga 

memberikan salinan atau hardcopy daftar persyaratan agar dapat dijadikan 

pedoman. Apabila terdapat dokumen yang belum lengkap, kami 

menginformasikan dokumen apa saja yang masih harus dilengkapi. Setelah 

seluruh persyaratan terpenuhi, dokumen dapat diserahkan kembali kepada kami 
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untuk diproses. Dalam kondisi tertentu, apabila dokumen yang belum tersedia 

bukan merupakan dokumen yang bersifat esensial, maka dokumen tersebut dapat 

disusulkan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. 

8. Apakah terdapat kendala teknis dalam proses pembuatan Laporan Tanda 

Terima PHK? 

Jawaban Narasumber : Iya, terdapat beberapa kendala teknis. Misalnya printer 

yang mengalami gangguan, penumpukan antrean berkas ketika terjadi lonjakan 

kasus PHK sehingga jumlah permohonan dalam satu hari dapat mencapai 

ratusan, keterbatasan jumlah pegawai yang menangani pembuatan Laporan 

Tanda Terima PHK, serta jaringan Wi-Fi yang terkadang kurang stabil sehingga 

menghambat proses administrasi. 

9. Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala teknis tersebut? 

Jawaban Narasumber : Untuk mengatasi kendala jaringan internet, apabila 

koneksi Wi-Fi mengalami gangguan, kami menggunakan sambungan kabel 

(LAN) agar koneksi internet menjadi lebih stabil dan proses administrasi dapat 

tetap berjalan dengan lancar. Sementara itu, untuk kendala lainnya, penanganan 

dilakukan sesuai dengan kondisi yang dihadapi agar pelayanan kepada 

masyarakat tetap dapat berjalan secara optimal. 
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Transkrip Wawancara 2 

Nama   : Diandra Mufadillah 

Jabatan  : Subbagian Tata Usaha 

Waktu Wawancara : Rabu, 10 Juni 2026 

Lokasi Wawancara : Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota  

Administrasi Jakarta Utara, Jalan Plumpang Semper Nomor 

41, RT.3/RW.4, Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Kota 

Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta14260 

 

Hasil Wawancara: 

1. Apa peran Subbagian Tata Usaha dalam proses pembuatan Laporan 

Tanda Terima Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)? 

Jawaban Narasumber : Subbagian Tata Usaha berperan dalam pengelolaan 

administrasi surat masuk dan surat keluar. Sebelum mengajukan permohonan, 

pekerja atau perusahaan biasanya melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan 

Divisi Hubungan Industrial mengenai persyaratan yang harus dipenuhi. Setelah 

seluruh persyaratan lengkap, surat permohonan diterima oleh Subbagian Tata 

Usaha sebagai surat masuk. Selanjutnya, surat tersebut diketahui oleh pimpinan 

dan didisposisikan kepada Divisi Hubungan Industrial untuk diproses. Setelah 

Divisi Hubungan Industrial menyusun surat jawaban atau Laporan Tanda 

Terima PHK, dokumen tersebut diserahkan kembali kepada Subbagian Tata 

Usaha untuk diajukan kepada Kepala Suku Dinas guna memperoleh persetujuan 

dan tanda tangan. Setelah ditandatangani, dokumen dikembalikan kepada Divisi 

Hubungan Industrial untuk disampaikan kepada pekerja atau pihak perusahaan. 

2. Pada tahap apa Subbagian Tata Usaha mulai terlibat dalam proses 

tersebut dan siapa saja yang terlibat? 

Jawaban Narasumber : Secara umum, Subbagian Tata Usaha berperan sebagai 

penghubung antara Divisi Hubungan Industrial dengan masyarakat. Keterlibatan 

dimulai sejak surat permohonan diterima sebagai surat masuk. Selanjutnya, surat 

tersebut diproses melalui pimpinan untuk didisposisikan kepada Divisi 

Hubungan Industrial. Setelah Divisi Hubungan Industrial menyelesaikan 

penyusunan surat, dokumen kembali diserahkan kepada Subbagian Tata Usaha 
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untuk diajukan kepada Kepala Suku Dinas. Selain sebagai penghubung, Kepala 

Subbagian Tata Usaha juga berperan sebagai filter dengan memastikan bahwa 

isi surat telah sesuai sebelum diajukan kepada pimpinan. Hal-hal yang diperiksa 

meliputi kesesuaian identitas pekerja, nama pejabat yang menandatangani, 

tanggal, serta kelengkapan  administrasi lainnya 

3. Bagaimana proses penerimaan surat dan apa saja yang diperiksa sebelum 

diajukan kepada Kepala Suku Dinas untuk ditandatangan 

Jawaban Narasumber : Apabila dokumen dari Divisi Hubungan Industrial 

telah dinyatakan selesai, Subbagian Tata Usaha melakukan pemeriksaan 

kembali sebagai tahap akhir. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan tidak 

terdapat kesalahan administrasi maupun kekurangan dokumen. Apabila 

ditemukan ketidaksesuaian, Subbagian Tata Usaha akan berkoordinasi kembali 

dengan Divisi Hubungan Industrial agar dilakukan perbaikan sebelum dokumen 

diajukan kepada Kepala Suku Dinas untuk ditandatangani. 

4. Bagaimana proses pemberian nomor dan tanggal surat serta pengajuan 

tanda tangan Kepala Suku Dinas? 

Jawaban Narasumber : Pemberian nomor dan tanggal surat dilakukan setelah 

dokumen ditandatangani oleh Kepala Suku Dinas. Tata cara penomoran dan 

penanggalan surat mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan melalui 

pedoman kearsipan yang disosialisasikan oleh instansi yang berwenang. Pada 

prinsipnya, tanggal surat mengikuti tanggal penandatanganan oleh Kepala Suku 

Dinas. 

5. Bagaimana proses pengarsipan Laporan Tanda Terima PHK di Subbagian 

Tata Usaha? 

Jawaban Narasumber : Sebelum dokumen fisik diarsipkan, surat terlebih dahulu 

dipindai (scan) untuk menghasilkan arsip digital sebagai cadangan apabila 

sewaktu-waktu diperlukan. Setelah itu, dokumen fisik disusun dan disimpan 

dalam filing cabinet sesuai dengan kategorinya. Apabila masa simpan dokumen 

di unit kerja telah berakhir sesuai ketentuan retensi arsip, dokumen dipindahkan 

ke dalam boks arsip dan diserahkan kepada instansi yang berwenang untuk 

diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan kearsipan yang berlaku. 
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6. Apakah terdapat kendala yang sering dihadapi? 

Jawaban Narasumber : Kendala yang paling sering ditemui adalah dokumen 

persyaratan yang belum lengkap. Selain itu, terkadang terdapat kekeliruan 

administratif, seperti nomor surat atau tanggal surat yang belum dicantumkan. 

Apabila seluruh persyaratan telah lengkap, pada umumnya proses pembuatan 

Laporan Tanda Terima PHK tidak mengalami kendala yang berarti. Oleh karena 

itu, ketelitian dari setiap petugas menjadi faktor yang sangat penting dalam 

proses penyusunan dokumen. 

7. Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut? 

Jawaban Narasumber : Apabila ditemukan kekurangan atau kesalahan 

administrasi, Divisi Hubungan Industrial akan berkoordinasi dengan Subbagian 

Tata Usaha, khususnya petugas yang menangani penomoran surat. Selanjutnya 

dilakukan pemeriksaan kembali melalui arsip digital hasil pemindaian maupun 

dokumen fisik apabila masih tersedia. Dengan adanya proses pemeriksaan ulang 

tersebut, kesalahan administrasi umumnya dapat segera diperbaiki sehingga 

tidak menghambat proses penerbitan Laporan Tanda Terima PHK. 
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Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara dengan Ka Rana Aushaf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dokumentasi Penulis (2026) 
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Lampiran 5 Dokumentasi Wawancara dengan Pak Diandra Mufadillah 

 

Sumber: Dokumentasi Penulis (2026) 
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Lampiran 6 Dokumentasi Proses Pembuatan Laporan PHK 

a. Proses Pembuatan Laporan Pemutusan Hubungan Kerja Pada Microsoft Excel 

Sumber: Dokumentasi Penulis (2026) 

 

b. Proses Pembuatan Laporan Pemutusan Hubungan Kerja Pada Mail marge 

 

 

Sumber: Dokumentasi Penulis (2026) 
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c. Penginputan Data ke dalam Microsoft Excel Sebelum Penginputan Pada Sistem 

Silahi 

 

Dokumentasi Penulis (2026) 

 

d. Penginputan Data PHK pada Sistem Silahi 

 

Sumber: Dokumentasi Penulis (2026) 
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e. Rekap Bulanan Laporan PHK 

Sumber: Dokumentasi Penulis (2026) 

 

f. Arsip Laporan PHK 

 

 

Sumber: Dokumentasi Penulis (2026)  
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Lampiran 7 Dokumentasi Dokumen Pembuatan Laporan PHK 

a. Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 

 

 

Sumber: Dokumentasi Penulis (2026) 
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b. Surat Pernyataan Tidak Menolak Pemutusan Hubungan Kerja  

 

 

 

Sumber: Dokumentasi Penulis (2026) 
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c. Dokumentasi Format Surat Laporan Pemutusan Hubungan Kerja yang 

Diajukan ke Suku Dinas 

 

Sumber: Dokumentasi Penulis (2026) 
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d. Dokumentasi Lembar Disposisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dokumentasi Penulis (2026) 
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e. Dokumentasi Laporan Tanda Terima Laporan PHK 

 

Sumber: Dokumentasi Penulis (2026) 
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Lampiran 8 Hasil Uji Turnitin 

 

 

 

 

 

 

 

 


